MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 282/Kpts-IX/1999 
TENTANG
PENATAPAN HARGA PROVENUE GULA PASIR 
PETANI PRODUKSI TAHUN 1999
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,
Menimbang : 

a. 
bahwa kebijakan penetapan harga provenue gula pasir petani produksi tahun 1999 dimaksudkan untuk menghindarkan kerugian petani tebu tahun 1999 dan meningkatkan gairah menaman tebu dan taraf hidup petani serta menjaga kepentingan konsumen;



b. 
bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan harga provenue gula pasir produksi dalam negeri bagian petani produksi tahun 1999; 

Mengingat : 

1. 
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;




2. 
Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 420/KMK.01/1998 tentang Penetapan Harag Gula Pasir Produksi Dalan Negeri dan Gula Pasir Impor;



3. 
Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 505/MPP/KEP/10/1998, tentang Perdagangan dan Distribusi Minyak Goreng dan Gula Pasir. 
Memperhatikan : Hasil rapat Koordinasi Terbatas Bidang ekonomi Keuangan dan Industri, tanggal 28 April 1999.


MEMUTUSKAN :
Menetapkan : 
Pertama : 
Harga provenue gula pasir petani produksi tahun 1999 sebesar Rp. 2.500,- per Kg. 
Kedua : 
Petani/kelompok tani yang mengolahkan tebunya kepada pabrik gula dengan Sistem Bagi Hasil, menerima hasil gulanya 90 persen dalam bentuk uang dari pembelian perusahaan gula melalui Koperasi/KUD penyalur kredit dengan harga provenue tersebut pada amar pertama, setelah diperhitungkan dengan kredit produksi yang diterima dari Bank pemberi kredit, sedangkan sisanya yang 10 persen diberikan dalam bentuk natura.
Ketiga : 
Petani/Kelompok tani yang menjual tebunya kepada pabrik gula dengan Sistem Pembelian Tebu (SPT) pola rendemen akan memperoleh harga tebu yang dihitung atas dasar harga provenue gula tani pada amar pertama, dan petani/kelompok tani memperoleh gula natura sebesar 10 peren.
Keempat : 
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 1999.
Kelima : 
Keputusan ini hanya berlaku untuk gula tani produksi tahun 1999.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 Mei 1999
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

ttd


DR.IR. MUSLIMIN NASUTION



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. 
Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. 
Menteri Perinustrian dan Perdagangan;
3. 
Menteri Pertanian;
4. 
Menteri Keuangan;
5. 
Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah;
6. 
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. 
Menteri Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pengelola BUMN;
8. 
Gubernur Bank Indonesia;
9. 
Gubernur KDH Tingkat I Propinsi sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara;
10. 
Direktur Jenderal Perkebunan/Sekretaris Dewan Gula Indonesia;
11. 
Direksi bank Rakyat Indonesia;
12. 
Direksi Bukopin;
13. 
Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur;
14. 
Direksi PTP Nusantara II, VII,IX, dan XI (Persero);
15. 
Direksi PT. Rajawali nusantara Indonesia;
16. 
Direksi Bapippundip;
17. 
Direksi PT. GP Kebon Agung;
18. 
Kepala Dinas Perkebunan Propinsi dati I Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Di.Yogyakarta,Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

